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BAB V 

PENUTUP 

Di bawah ini, Penulis akan menyampaikan penutup yang terdiri atas 

kesimpulan dan saran yang penulis dapat setelah Penulis menganalisis kasus yang 

diteliti. 

5.1 Kesimpulan 

1. Yusman Telaumbanua yang pada saat itu berumur 16 (enam belas) tahun 

dikategorikan sebagai orang dewasa karena adanya pemalsuan umur yang 

bertuliskan 19 (sembilan belas) tahun dalam berkas perkara yang 

mengakibatkan Yusman Telaumbanua mendapatkan seluruh proses 

peradilan maupun pemidanaan yang sesuai dengan orang dewasa dan 

merugikan Yusman Telaumbanua sebagai anak berusia 16 (enam belas) 

tahun karena hak-haknya sebagai seorang anak tidak dipenuhi. Seharusnya 

Yusman Telaumbanua mendapatkan proses beracara yang sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan 

karena itu seharusnya Yusman Telaumbanua diadili di sidang anak yang 

tertutup. Di bawah ini adalah beberapa permasalahan yang terjadi dalam 

permasalahan proses beracara Yusman Telaumbanua: 

a. Keterangan dari Yusman Telaumbanua di kepolisian dilakukan secara 

penyiksaan. 

b. Jangka waktu penahanan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan pengadilan dengan rincian: 

1) Penahanan penyidikan dengan total 97 hari. 

2) Penahanan penuntutan dengan total 29 hari. 

3) Penahanan pemeriksaan di pengadilan dengan total 150 hari. 

c. Berita acara penyidikan dan surat dakwaan yang tertulis bahwa 

Yusman Telaumbanua berusia 19 (Sembilan belas) tahun. 

d. Pengadilan yang terbuka untuk umum. 

e. Hakim, penuntut umum dan penyidik memakai pakaian dinasnya 

ketika berhadapan dengan Yusman Telaumbanua. 

f. Tidak adanya laporan dari pembimbing kemasyarakatan kepada hakim  
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g. Yusman Telaumbanua tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau 

orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan 

saat sidang sedang berlangsung. 

h. Tidak adanya juru Bahasa karena Yusman Telaumbanua belum bisa 

berbicara dan menulis Bahasa Indonesia, ia hanya mengerti Bahasa 

Nias saja. 

i. Terlambat mendapatkan penasihat hukum. 

j. Penasihat hukum yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai advokat. 

k. Keterangan saksi yang tidak diperoleh berdasarkan apa yang mereka 

dengar, lihat dan alami. 

l. Majelis hakim yang terdiri dari tiga orang. 

m. Yusman Telaumbanua ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung 

Gusta Kota Medan yang ditujukan untuk orang dewasa. 

Sementara itu yang seharusnya Yusman Telaumbanua dapatkan adalah: 

a. Keterangan di kepolisian yang dilakukan secara kekeluargaan. 

b. Penahanan dengan rincian: 

1) Penahanan di penyidikan dengan total 30 hari. 

2) Penahanan di penuntutan dengan total 25 hari. 

3) Penahanan pemeriksaan di pengadilan dengan total 45 hari. 

c. Berita acara penyidikan dan surat dakwaan yang seharusnya 

mencantumkan umur asli Yusman Telaumbanua yaitu 16 (enam belas) 

tahun. 

d. Pengadilan yang tertutup untuk umum dan dilakukan dalam sidang anak. 

e. Hakim, penuntut umum dan penyidik tidak memakai pakaian dinasnya. 

f. Adanya pembimbing kemasyarakatan 

g. Saat sidang berlangsung didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua 

asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. 

h. Disedikan juru bahasa Nias. 

i. Mendapatkan penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. 

j. Penasihat hukum yang melaksanakan hak dan kewajibannya. 
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k. Keterangan saksi yang diperoleh atas apa yang ia dengar, ia lihat dan ia 

alami. 

l. Hakim tunggal yang seharusnya memeriksaa perkara Yusman 

Telaumbanua. 

m. Yusman Telaumbanua ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

 

2. Dalam suatu tindak pidana terdapat pelaku yang terdiri lebih dari satu orang, 

KUHP menentukan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak 

pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Pembunuhan 

berencana merupakan suatu delik materiil, yaitu delik yang dianggap selesai 

apabila akibat yang dilarang telah timbul. Dalam fakta persidangan kasus 

Yusman Telaumbanua, ketiga korban sebenarnya telah meninggal saat 

pelaku Jeni, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan saksi Rusula 

Hia melakukan pembunuhan dengan menggunakan pisau dan/atau parang. 

Majelis hakim Pengadilan Negeri telah salah mempertimbangkan dengan 

menggeneralisir bahwa dengan terdakwa Yusman Telaumbanua membuang 

mayat maka ia juga patut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan peranannya. 

Sedangkan antara jual-beli tokek dan pembunuhan berencana merupakan 

dua peristiwa yang berbeda. sehingga dapat disimpulkan terdakwa Yusman 

Telaumbanua yang menjadi perantara atas pembelian tokek ke Nias tidak 

termasuk dalam persiapan dan dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa 

Yusman Telaumbanua sama sekali tidak melakukan pelaksanaan 

pembunuhan. Terdakwa Yusman Telaumbanua dianggap melakukan turut 

serta melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi dengan pidana mati. 

Sementara itu majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa majelis 

hakim Pengadilan Negeri tidak memilah-milah apa yang terdakwa Yusman 

Telaumbanua lakukan dan yang tidak lakukan sehingga berkesimpulan 

bahwa Yusman Telaumbanua tidak melakukan pembunuhan. Namun, tidak 

ada kesinambungan antara apa yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung dan 

putusan akhirnya. Sehingga pada akhirnya Yusman Telaumbanua dihukum 

dengan 5 (lima) tahun penjara karena tetap dianggap melakukan turut serta 

melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu menurut penulis 

seharusnya Yusman Telaumbanua dipidana dengan Pasal 181 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “Barang siapa mengubur, 

menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan 

maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lirna ratus rupiah” 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, adapun saran dari 

penulis, yaitu: 

1. Pada prakteknya, masih terdapat kasus di pengadilan Indonesia yang 

direkayasa contohnya adalah kasus rekayasa umur dari Yusman 

Telaumbanua. Suatu kondisi yang direkayasa dapat menyebabkan akibat 

yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu Penulis 

menyarankan agar setiap penegak hukum mulai dari polisi, jaksa penuntut 

umum, hakim dan penasihat hukum selalu memperhatikan maupun 

melaksanakan prosedur seperti yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, lebih teliti dalam menangani suatu perkara tindak 

pidana agar tidak terjadi kesalahan dan melakukan segala tugasnya 

berdasarkan hak dan kewajibannya. 

2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tentu harus mempertimbangkan 

apakah suatu tindak pidana yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur pasal 

yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa dengan memperhatikan 

fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Sayangnya di dalam kasus 

Yusman Telaumbanua ini, hakim kurang memperhatikan fakta yang ada 

dalam persidangan sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusman 

Telaumbanua dianggap melakukan turut serta melakukan pembunuhan 

berencana. Sebaiknya hakim dapat memilah-milah apa yang memang 

dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan apa yang tidak 

dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua. Selain itu karena tidak 

diketahuinya umur terdakwa Yusman Telaumbanua pada saat sidang, 

menyebabkan terdakwa Yusman Telaumbanua dipidana mati. Maka dari itu 

mengingat kembali saran nomor satu bahwa seharusnya para penegak 
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hukum lebih teliti dalam menangani suatu perkara agar tidak terjadi 

pengulangan kesalahan. 
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